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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI LAHAT, 

bahwa sehubungan adanya kondisi yang mengakibatkan 
harus dilakukannya penyesuaian terhadap rencana kerja 
Pemerintah Daerah yang ditetapkan, maka perlu 
dilakukan perubahan atas Rencana Kerja Pemerintah 
Daerah Tahun 2025; 

bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara 
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan 
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah 
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 
dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, 
serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan 
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah 
Daerah, menyatakan Perubahan Rencana Kerja 
Pemerintah Daerah dapat dilakukan apabila hasil evaluasi 
pelaksanaan pada tahun berjalan menunjukan adanya 
ketidaksesuian dengan perkembangan keadaan; 

bahwa mengacu kepada ketentuan Pasal 355 ayat (1) 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan 
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi 
Rancangan Peraturan Daerah Ten tang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara 
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, 
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan 
dengan Peraturan Kepala Daerah; 

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
pada huruf a, b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan 



Mengingat 1. 

2. 

3. 

4 . 

5. 
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7 . 
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Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2025. 

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan ;Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 
Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 
Pembangunan Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4700); 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang­
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 
41 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6856); 
Undang-Undang Nomor 90 Tahun 2024 tentang 
Kabupaten Lahat di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 276, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
7027); 
Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 
(RPJMN) Tahun 2020-2024; 
Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata 
Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 
Pembangunan (Lembaran Negara Republik Tahun 2006 
Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4663); 
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 
Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6402); 
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 ten tang 
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6178); 
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
TnrlonP.si::i T::ih11n ?.OlQ Nomor 4? T::imh::ih::in l.Pmh::ir::in 



Menetapkan 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tabun 201 7 
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan 
Evaluasi Pembangunan Daerab, Tata Cara Evaluasi 
Rancangan Peraturan Daerab Tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerab dan Rencana 
Pembangunan Jangka Menengab Daerab, Serta Tata Cara 
Perubaban Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengab 
Daerab, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tabun 2017 Nomor 1312); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tabun 2019 
tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur 
Perencanaan Dan Keuangan Daerab (Berita Negara 
Republik Indonesia Tabun 2018 Nomor 459); 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tabun 2020 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerab 
(Berita Negara Republik Indonesia Tabun 2020 
Nomor 1781); 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tabun 2021 
tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita 
Negara Republik Indonesia Tabun 2021 Nomor 1419); 

15. Peraturan Daerab Nomor 7 Tabun 2024 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerab Kabupaten Labat 
Tabun 2025-2045 (Lembaran Daerab Kabupaten Labat 
Tabun 2008 Nomor 7); 

16. Peraturan Daerab Nomor 04 Tabun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerab Kabupaten 
Labat (Lembaran Daerab Kabupaten Labat Tahun 2016 
Nomor 4), sebagaimana telab diubab dengan Peraturan 
Daerab Kabupaten Labat Nomor 4 Tabun 2019 ten tang 
Perubaban atas Peraturan Daerab Kabupaten Labat 
Nomor 4 Tabun 2016 ten tang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerab Kabupaten Labat (Lembaran Daerah 
Kabupaten Labat Tabun 2019 Nomor 4); 

19. Peraturan Daerah Nomor 04 Tabun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerab Kabupaten 
Labat (Lembaran Daerab Kabupaten Labat Tabun 2016 
Nomor 4), sebagaimana telab diubab dengan Peraturan 
Daerab Kabupaten Labat Nomor 4 Tabun 2019 ten tang 
Perubaban atas Peraturan Daerab Kabupaten Labat 
Nomor 4 Tabun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerab Kabupaten Labat (Lembaran Daerab 
Kabupaten Labat Tabun 2019 Nomor 4); 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA 
KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAHAT 
TAHUN 2025. 



BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal I 

Dalam Peraturan W alikota ini yang dimaksud dengan: 
1. Kabupaten adalah Kabupaten Lahat. 
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah 

Kabupaten Lahat. 
3. Bupati adalah Bupati Lahat. 
4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah 

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 
Kabupaten Lahat. 

5. Rencana Kerja Pemerintab Daerab adalah rencana 
kerja pemerintab daerah Kabupaten Labat. 

BAB II 
PERUBAHAN RENCANA KERJA 

PEMERINTAH DAERAH 

Pasal 2 

(1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Perubaban 
Rencana Kerja Pemerintab Daerah Kabupaten Labat 
Tabun 2025. 

(2) Perubahan Rencana Kerja Pemerintab Daerab 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan 
tujuan untuk menjadi acuan dalam pelaksanaan 
kegiatan pem bangunan yang dilaksanakan di 
Kabupaten Lahat sekaligus dijadikan tolak ukur 
terhadap kinerja Pemerintab Kabupaten Lahat Tahun 
2025. 

Pasal 3 

(1) Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 
Kabupaten Lahat Tabun 2025 sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 1 ayat (1) disusun dengan sistematika 
sebagai berikut: 

BABI 

BAB II 

BAB III 

BAB IV 

BABV 

BAB VI 

PENDAHULUAN 
EV ALUASI HASIL TRIWULAN II 
(TRIWULAN DUA) TAHUN 
BERKENAN 
KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN 
KEUANGAN DAERAH 
SASARAN DAN PRIORITAS 
PEMBANGUNAN DAERAH 
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN 
DAERAH 
PENUTUP 



Diundangkan di L 

(2) Isi beserta uraian naskah Perubahan Rencana Kerja 
Pemerintah Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2025 
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian 
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

BAB III 
KETENTUAN LAIN - LAIN 

Pasal 4 
( 1) Kepala Perangkat Daerah wajib melaksanakan 

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan berdasarkan 
urusan masing-masing dengan mempedomani 
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ini. 

(2) Kepala Perangkat Daerah melakukan 
penyesuaian/review terhadap Rencana Kerja Perangkat 
Daerah masing-masing berdasarkan Program, 
Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Pagu indikatif yang 
terdapat dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah 
Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2025. 

KETENTUAN PENUTUP 
Pasal 5 

Peraturan Bupati ini dimulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati mt dengan 
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lahat. 

Ditetapkan di Lahat 

pada tanggal 04 rep-rEM 0c~ J.o2.> 
BUPATILAHAT 

BURSAH ZARNUBI 

pada tanggal ~ . ~~ft 2-0~r 

AERAH KABUPATEN LAHAT, 

ERAH KABUPATEN LAHAT TAHUN ;J.0;2..5 NOMOR .31 


